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Subyek Hak

UUD 1945

Pasal 4:

(1) Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerin-
tahan menurut Undang-Undang
Dasar

Pasal 5:

(1) Presiden berhak mengaju-
kan rancangan undang-undang
kepada DPR

Pasal 11:

(2) Presiden dalam membuat
perjanjian internasional lainnya
yang menimbulkan akibat yang
luas dan mendasar bagi kehidu-
pan rakyat yang terkait dengan
beban keuangan negara, dan/
atau mengharuskan perubahan
atau pembentukan undang-un-
dang harus dengan persetujuan
DPR.

Pasal 18:

(3) Pemerintah daerah provinsi,
daerah kabupaten, dan kota (1)
mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pem-
bantuan.

(5) Pemerintah daerah men-
jalankan otonomi seluas-luas-
nya, kecuali urusan pemerin-
tahan yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan
pemerintah pusat.

(6) Pemerintah derah berhak
menetapkan Perda dan per-
aturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi daerah
dan tugas pembantuan.

Pasal 18A:

(2) Hubungan keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan
sumber daya alam dan

Pasal 28C:

(2)Setiap orang berhak untuk me-
majukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya

Pasal 27:

(1) Segala warga negara bersa-
maan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan
wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya.

Pasal 28:

Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan piki-
ran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang.

Pasal 28A:

Setiap orang berhak untuk hidup
serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 B:

(2) Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh,
dan berkembang serta berhak
atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi.

Pasal 28C:

(1) Setiap orang berhak untuk
memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa, dan nega-
ranya.

Pasal 28D:

(1) Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindun-
gan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum.

(3) Setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahan.
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sumber daya lainnya antara
Pemerintah Pusat dan Pemer-
intah Daerah diatur dan dilak-
sanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang-undang

Pasal 28E:

(2) Setiap orang berhak atas
kebebasan menyatakan pikiran
dan sikap, sesuai dengan hati
nuraninya.

(1) Setiap orang berhak atas ke-
bebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 20:

(1) Dewan Perwakilan Rakyat
memegang kekuasaan memben-
tuk undang-undang.

(2) Setiap rancangan undang-
undang dibahas oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden
untuk mendapat persetujuan
bersama.

(4) Presiden mengesahkan ran-
cangan undang-undang yang
telah disetujui bersama untuk
menjadi undang-undang.

Pasal 20A:

(1) Dewan Perwakilan Rakyat
memiliki fungsi legislasi, fungsi
anggaran, dan fungsi penga-
wasan.

Pasal 21:

(1) Anggota DPR berhak men-
gajukan usul rancangan undang-
undang

Pasal 23:

(1) Anggaran pendapatan dan
belanja negara sebagai wu-
jud dari pengelolaan keuangan
negara ditetapkan setiap tahun
dengan undang-undang dan di-
laksanakan secara terbuka dan
bertanggungjawab untuk sebe-
sar-besarnya kemakmuran raky-
at.

(2) Rancangan undang-undang
anggaran pendapatan dan belan-
ja negara diajukan oleh Presiden
untuk dibahas bersama Dewan
Perwakilan Rakyat dengan mem-
perhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah.

Pasal 28F:

Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosial-
nya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyim-
pan, mengolah, dan menyampai-
kan informasi dengan menggu-
nakan segala jenis saluran yang
tersedia.

Pasal 28 H:

(2) Setiap orang berhak
mendapatkan kemudahan dan
perlakuan khusus untuk mem-
peroleh kesempatan dan manfaat
yang sama guna mencapai persa-
maan dan keadilan.

(3)Setiap orang berhak atas jam-
inan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara
utuh sebagai manusia yang ber-
martabat.

Pasal 28 I:

(1) Hak untuk hidup,... ke-
merdekaan pikiran dan hati
nurani, ... hak untuk diakui seb-
agai pribadi dihadapan hukum ...
adalah hak asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi dalam ke-
adaan apapun.

(2) Setiap orang berhak bebas
dari perlakuan yang bersifat dis-
kriminatif atas dasar apa pun dan
berhak mendapatkan perlind-
unganterhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif itu.
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Pasal 28 I:

(4) Perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan hak
asasi manusia adalah tanggung
jawab negara, terutama pemer-
intah

(5) Untuk menegakkan dan
melindungi hak asasi manuisia
sesuai dengan prinsip Negara
hukum yang demokratis maka
pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur, dan dituangkan
dalam peraturan perundang-un-
dangan

Pasal 34:

(1) Fakir miskin dan anak ter-
lantar dipelihara oleh negara

(2) Negara mengembangkan
sistem jaminan sosial bagi selu-
ruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan ti-
dak mampu sesuai dengan mar-
tabat kemanusiaan.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 2:

Negara Republik Indonesia men-
gakui dan menjunjung tinggi hak
asasi manusia dan kebebasan
dasar manusia sebagai hak yang
secara kodrati melekat pada dan
tidak terpisahkan dari manusia,
yang harus dilindungi, dihormati,
dan ditegakkan demi peningka-
tan martabat kemanusiaan, ke-
sejahteraan, kebahagiaan, dan
kecerdasan serta keadilan.

Pasal 8:

Perlindungan, pemajuan, pen-
egakan, dan pemenuhan hak
asasi manusia terutama menjadi
tanggung jawab Pemerintah

Pasal 71:

Pemerintah wajib dan bertang-
gung jawab menghormati, me-
lindungi, menegakkan, dan

Pasal 74

Tidak satu ketentuanpun dalam
Undang-undang ini boleh diarti-
kan bahwa Pemerintah, partai,
golongan atau pihak manapun
dibenarkan mengurangi, meru-
sak, atau menghapuskan hak
asasi manusia atau

kebebasan dasar yang diatur
dalam Undang-undang ini.

Pasal 15:

Setiap orang berhak untuk mem-
perjuangkan hak pengembangan
dirinya, baik secara pribadi mau-
pun kolektif, untuk membangun
masyarakat, bangsa dan nega-
ranya

Pasal 16:

Setiap orang berhak untuk
melakukan pekerjaan sosial dan
kebajikan, mendirikan organisasi
untuk itu, termasuk menyeleng-
garakan pendidikan dan penga-
jaran, serta menghimpun dana
untuk maksud tersebut sesuai
dengan ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan.

Pasal 24:

(2) Setiap warga negara
atau kelompok masyarakat ber-
hak mendirikan partai politik,
lembaga swadaya masyarakat
atau organisasi lainnya untuk

Pasal 3:

(1) Setiap orang dilahirkan be-
bas dengan harkat dan martabat
manusia yang sama dan sedera-
jat serta dikaruniai akal dan hati
nurani untuk hidup bermasyara-
kat, berbangsa dan bernegara
dalam semangat persaudaraaan.
(2) Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindun-
gan, dan perlakuan hukum yang
adil serta mendapat kepastian
hukum dan perlakuan yang sama
di depan hukum

(3) Setiap orang berhak atas
perlindungan hak asasi manusia
dan kebebasan dasar manusia,
tanpa diskriminasi

Pasal 4:

Hak untuk hidup, ... hak kebe-
basan pribadi, pikiran dan hati
nurani, ... hak untuk diakui se-
bagai pribadi dan persamaan di
hadapan hukum,...
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memajukan hak asasi manusia
yang diatur dalam Undang-un-
dang ini, peraturan perundang-
undangan lain, dan hukum in-
ternasional tentang hak asasi
manusia yang diterima oleh neg-
ara Republik Indonesia.

Pasal 71:

Pemerintah wajib dan bertang-
gung jawab menghormati, me-
lindungi, menegakkan, dan me-
majukan hak asasi manusia yang
diatur dalam Undang-undang ini,
peraturan perundang-undangan
lain, dan hukum internasional
tentang hak asasi manusia yang
diterima oleh negara Republik In-
donesia.

Pasal 72:

Kewajiban dan tanggung jawab
Pemerintah sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 71, meliputi
langkah implementasi yang efek-
tif dalam bidang hukum, politik,
ekonomi, sosial, budaya pertah-
anan keamanan negara, dan bi-
dang lain.

Pasal 73:

Hak dan kebebasan yang dia-
tur dalam Undang-undang ini
hanya dapat dibatasi oleh dan
berdasarkan undang-undang,
semata-mata untuk menjamin
pengakuan dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia ser-
ta kebebasan dasar orang lain,
kesusilaan, ketertiban umum dan
kepentingan bangsa.

Pasal 74:

Tidak satu ketentuanpun dalam
Undang-undang ini boleh diarti-
kan bahwa Pemerintah, partai,
golongan atau pihak manapun
dibenarkan mengurangi, meru-
sak, atau menghapuskan hak
asasi manusia atau kebebasan
dasar yang diatur dalam Undang-
undang ini.

berperan serta dalam jalannya
pemerintahan dan penyelengga-
raan negara sejalan dengan tun-
tutan perlindungan, penegakan,
dan pemajuan hak asasi manusia
sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan.

Pasal 44:

Setiap orang baik sendiri mau-
pun bersama-sama berhak men-
gajukan pendapat, permohonan,
pengaduan, dan atau usulan ke-
pada pemerintah dalam rangka
pelaksanaan pemerintahan yang
bersih, efektif, dan efisien, baik
dengan lisan maupun dengan tu-
lisan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pasal 74 :

Tidak satu ketentuanpun dalam
Undang-undang ini boleh diarti-
kan bahwa Pemerintah, partai,
golongan atau pihak manapun
dibenarkan mengurangi, meru-
sak, atau menghapuskan hak
asasi manusia atau kebebasan
dasar yang diatur dalam Undang-
undang ini.

Pasal 100:

Setiap orang, kelompok, or-
ganisasi politik, organisasi ma-
syarakat, lembaga swadaya
masyarakat, atau lembaga ke-
masyarakatan lainnya, berhak
berpartisipasi dalam perlindun-
gan, penegakan, dan pemajuan
hak asasi manusia.

Pasal 101:

Setiaporang, kelompok, organisa-
si politik, organisasi masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat,
atau lembaga kemasyarakatan
lainnya, berhak menyampaikan
laporan atas terjadinya pelang-
garan hak asasi manusia kepada
Komnas HAM atau lembaga lain
yang berwenang dalam rangka
perlindungan, penegakan, dan
pemajuan hak asasi manusia.

... adalah hak hak manusia yang
tidak dapat dikurangi dalam ke-
adaan keadaan apapun dan oleh
siapapun.

Pasal 5:

(1) Setiap orang diakui sebagai
manusia pribadi yang berhak
menuntut dan memperoleh per-
lakuan serta perlindungan yang
sama sesuai dengan martabat
kemanusiaannya di depan hu-
kum.

(3) Setiap orang yang termasuk
kelompok masyarakat yang rent-
an berhak memperoleh perlakuan
dan perlindungan lebih berkenaan
dengan kekhususannya

Pasal 9:
(1) Setiap orang berhak untuk
hidup, mempertahankan hidup
dan meningkatkan taraf kehidu-
pannya.

Pasal 11:

Setiap orang berhak atas pe-
menuhan kebutuhan dasarnya
untuk tumbuh dan berkembang
secara layak

Pasal 14:

(1) Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh
informasi yang diperlukan un-
tuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya;

(2) Setiap orang berhak untuk
mencari, memperoleh, memi-
liki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis sara-
na yang tersedia.

Pasal 23:

(2) Setiap orang bebas untuk
mempunyai, mengeluarkan dan
menyebarluaskan pendapat ses-
uai hati nuraninya, secara lisan
dan atau tulisan melalui media
cetak maupun elektronik dengan
memperhatikan nilai-nilai agama,
kesusilaan,
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Pasal 102:

Setiap orang, kelompok, or-
ganisasi politik, organisasi ma-
syarakat, lembaga swadaya
masyarakat, atau lembaga ke-
masyarakatan lainnya, berhak
untuk mengajukan usulan men-
genai perumusan dan kebijakan
yang berkaitan dengan hak asasi
manusia kepada Komnas HAM
dan atau lembaga lainnya.

Pasal 103:

Setiap orang, kelompok, organ-
isasi politik, organisasi masyara-
kat, lembaga swadaya masyara-
kat, perguruan tinggi, lembaga
studi, atau lembaga kemasyara-
katan lainnya, baik secara send-
iri-sendiri maupun kerja sama
dengan Komnas HAM dapat
melakukan penelitian, pendidi-
kan, dan penyebarluasan infor-
masi mengenai hak asasi manu-
sia

ketertiban, kepentingan umum,
dan keutuhan bangsa

Pasal 24:

(1) Setiap orang berhak untuk
berkumpul, berapat, dan ber-
serikat untuk maksud-maksud
damai

(2) Setiap warga negara atau
kelompok masyarakat berhak
mendirikan ... atau organisasi
lainnya untuk berperan serta
dalam jalannya pemerintahan
dan penyelenggaraan negara se-
jalan dengan tuntutan perlindun-
gan, penegakan, dan pemajuan
hak asasi manusia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 25:

Setiap orang berhak untuk me-
nyampaikan pendapat di muka
umum

Pasal 29:

(2) Setiap orang berhak
atas pengakuan di depan hukum
sebagai manusia pribadi di mana
saja ia berada

Pasal 40:

(2) Setiap penyandang cacat,
orang yang berusia lanjut, wanita
hamil, dan anak-anak, berhak
memperoleh  kemudahan dan
perlakuan khusus.

Pasal 41:

(1) Setiap warga negara berhak
atas jaminan sosial yang dibu-
tuhkan untuk hidup layak serta
untuk perkembangan pribadinya
secara utuh.

(2) Setiap penyandang cacat,
orang yang berusia lanjut, wanita
hamil, dan anak-anak, berhak
memperoleh  kemudahan dan
perlakuan khusus.

Pasal 43:

(2) Setiap warga negara berhak
turut serta dalam pemerintahan
dengan langsung atau




Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak

51

dengan perantaraan wakil yang
dipilihnya dengan bebas, menu-
rut cara yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan.

Pasal 44:

Setiap orang baik sendiri mau-
pun bersama-sama berhak men-
gajukan pendapat, permohonan,
pengaduan, dan atau usulan ke-
pada pemerintah dalam rangka
pelaksanaan pemerintahan yang
bersih, efektif, dan efisien, baik
dengan lisan maupun dengan tu-
lisan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pasal 45:

Hak wanita dalam Undang-un-
dang ini adalah hak asasi manu-
sia

Pasal 52:

(1) Setiap anak berhak atas per-
lindungan oleh orang tua, kelu-
arga, masyarakat, dan negara.
(2) Hak anak adalah hak asasi
manusia dan untuk kepentingan-
nya hak anak itu diakui dan dil-
indungi oleh hukum bahkan sejak
dalam kandungan

Pasal 53:

(1) Setiap anak sejak dalam
kandungan, berhak untuk hidup,
mempertahankan hidup, dan me-
ningkatkan taraf kehidupannya.
(2) Setiap anak sejak kelahiran-
nya, berhak atas suatu nama dan
status kewarganegaraannya.

Pasal 54:

Setiap anak yang cacat fisik dan
atau mental berhak memperoleh
perawatan, pendidikan, pelati-
han, dan bantuan khusus atas
biaya negara, untuk menjamin
kehidupannya sesuai dengan
martabat kemanusiaan, menin-
gkatkan rasa percaya diri, dan
kemampuan berpartisipasi dalam
kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara.
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Pasal 55:

Setiap anak berhak untuk ,
berpikir, dan berekspresi sesuai
dengan tingkat intelektualitas dan
biaya di bawah bimbingan orang
tua dan atau wali. Pasal 60:

(2) Setiap anak berhak men-
cari, menerima, dan memberikan
informasi sesuai dengan tingkat
intelektualitas dan usianya demi
pengembangan dirinya sepan-
jang sesuai dengan nilai-nilai ke-
susilaan dan kepatutan.

Pasal 62:

Setiap anak berhak untuk mem-
peroleh pelayanan kesehatan dan
jaminan sosial secara layak, ses-
uai dengan kebutuhan fisik dan
mental spiritualnya.

Pasal 64:

Setiap anak berhak untuk mem-
peroleh perlindungan dari keg-
iatan eksploitasi ekonomi dan
setiap pekerjaan yang memba-
hayakan dirinya, sehingga dapat
mengganggu pendidikan, kes-
ehatan fisik, moral, kehidupan
sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65:

Setiap anak berhak untuk mem-
peroleh perlindungan dari keg-
iatan eksploitasi dan pelecehan
seksual, penculikan, Perdagan-
gan anak, serta dari berbagai
bentuk penyalahgunaan narkoti-
ka, psikotropika, dan zat aditif
lainnya.

Pasal 100:

Setiap orang, kelompok, or-
ganisasi politik, organisasi ma-
syarakat, lembaga swadaya
masyarakat, atau lembaga kema-
syarakatan lainnya, berhak ber-
partisipasi dalam perlindungan,
penegakan, dan pemajuan hak
asasi manusia.
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Pasal 101:

Setiap orang, kelompok, organisa-
si politik, organisasi masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat,
atau lembaga kemasyarakatan
lainnya, berhak menyampaikan
laporan atas terjadinya pelang-
garan hak asasi manusia kepada
Komnas HAM atau lembaga lain
yang berwenang dalam rangka
perlindungan, penegakan, dan
pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 102:

Setiap orang, kelompok, or-
ganisasi politik, organisasi ma-
syarakat, lembaga swadaya
masyarakat, atau lembaga kema-
syarakatan lainnya, berhak untuk
mengajukan usulan mengenai
perumusan dan kebijakan yang
berkaitan dengan hak asasi ma-
nusia kepada Komnas HAM dan
atau lembaga lainnya.

Pasal 103:

Setiap orang, kelompok, organisa-
si politik, organisasi masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat,
perguruan tinggi, lembaga studi,
atau lembaga kemasyarakatan
lainnya, baik secara sendiri-send-
iri maupun kerja sama dengan
Komnas HAM dapat melakukan
penelitian, pendidikan, dan pe-
nyebarluasan informasi menge-
nai hak asasi manusia.

UU Nomor 23 Tahun 2002 te

ntang Perlindungan Hak Anak

Pasal 2:

Penyelenggaraan perlindungan
anak berasaskan Pancasila dan
berlandaskan  Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta prinsip-prinsip
dasar Konvensi Hak-Hak Anak
meliputi :

a. non diskriminasi

b. kepentingan yang terbaik bagi
anak;

c. hak untuk hidup, kelang
hidup, dan perkembangan;
d. penghargaan terhadap pendapat
anak

sungan

Pasal 72:

(1) Masyarakat berhak mem-
peroleh kesempatan seluas-lu-
asnya untuk berperan dalam
perlindungan anak.

(2) Peran masyarakat seb-
agaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan oleh orang
perseorangan, lembaga per-
lindungan anak, lembaga sosial
kemasyarakatan, lembaga swa-
daya masyarakat, lembaga pen-
didikan, lembaga keagamaan,
badan usaha, dan media mas-
sa.

Pasal 20:

Negara, pemerintah, masyara-
kat, keluarga, dan orang tua
berkewajiban dan bertanggung
jawab terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak.

Pasal 25:

Kewajiban dan tanggung jawab
masyarakat terhadap perlind-
ungan anak dilaksanakan me-
lalui kegiatan peran masyarakat
dalam penyelenggaraan perlind-
ungan anak.

Pasal 4:

Setiap anak berhak untuk dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar ses-
uai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Pasal 5:

Setiap anak berhak atas suatu
nama sebagai identitas diri dan
status kewarganegaraan
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Pasal 3:

Perlindungan anak bertujuan
untuk menjamin terpenuhinya
hak-hak anak agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan ber-
partisipasi secara optimal ses-
uai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, demi terwujudnya
anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia, dan sejahter

Pasal 20:

Negara, pemerintah, masyara-
kat, keluarga, dan orang tua
berkewajiban dan bertanggung
jawab terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak.

Pasal 21:

Negara dan pemerintah berke-
wajiban dan bertanggung jawab
menghormati dan menjamin hak
asasi setiap anak tanpa membe-
dakan suku, agama, ras, golon-
gan, jenis kelamin, etnik, budaya
dan bahasa, status hukum anak,
urutan kelahiran anak, dan kon-
disi fisik dan/atau mental.

Pasal 22:

Negara dan pemerintah berke-
wajiban dan bertanggung jawab
memberikan

dukungan sarana dan prasarana
dalam penyelenggaraan perlind-
ungan anak.

Pasal 23:

(1) Negara dan pemerintah men-
jamin  perlindungan, pemeli-
haraan, dan kesejahteraan anak
dengan memperhatikan hak dan
kewajiban orang tua, wali, atau
orang lain yang secara hukum
bertanggung jawab terhadap
anak.

(2) Negara dan pemerintah men-
gawasi penyelenggaraan perlind-
ungan anak.

Pasal 72:

(1) Masyarakat berhak mem-
peroleh kesempatan seluas-luas-
nya untuk berperan dalam per-
lindungan anak.

(2) Peran masyarakat sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (1) di-
lakukan oleh orang perseoran-
gan, lembaga perlindungan anak,
lembaga sosial kemasyarakatan,
lembaga swadaya masyarakat,
lembaga pendidikan, lembaga
keagamaan, badan usaha, dan
media massa.

Pasal 6:

Setiap anak berhak untuk ...
berpikir, dan berekspresi sesuai
dengan tingkat kecerdasan dan
usianya, dalam bimbingan orang
tua.

Pasal 8:

Setiap anak berhak memperoleh
pelayanan kesehatan dan jami-
nan sosial sesuai dengan kebu-
tuhan fisik, mental, spiritual, dan
sosial.

Pasal 10:

Setiap anak berhak menyatakan
dan didengar pendapatnya, me-
nerima, mencari, dan memberi-
kan informasi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya
demi pengembangan dirinya ses-
uai dengan nilai-nilai kesusilaan
dan kepatutan.

Pasal 11:

Setiap anak berhak untuk beristi-
rahat dan memanfaatkan waktu
luang, bergaul dengan anak yang
sebaya, bermain, berekreasi, dan
berkreasi sesuai dengan minat,
bakat, dan tingkat kecerdasan-
nya demi pengembangan diri.

Pasal 12:
Setiap anak yang menyandang
cacat berhak memperoleh re-
habilitasi, bantuan sosial, dan
pemeliharaan taraf kesejahter-
aan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam
pengasuhan orang tua, wali, atau
pihak lain mana pun yang ber-
tanggung jawab atas pengasu-
han, berhak mendapat perlindun-
gan dari perlakuan:
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Pasal 24:

Negara dan pemerintah menja-
min anak untuk mempergunakan
haknya dalam menyampaikan
pendapat sesuai dengan usia dan
tingkat kecerdasan anak.

Pasal 28:

(1) Pembuatan akta kela-
hiran menjadi tanggung jawab
pemerintah yang dalam pelak-
sanaannya diselenggarakan ser-
endah-rendahnya pada tingkat
kelurahan/desa.

(4) Pembuatan akta kela-
hiran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tidak dikenai bi-
aya.

Pasal 55:
(1) Pemerintah wajib meny-
elenggarakan pemeliharaan dan
perawatan anak terlantar, baik
dalam lembaga maupun di luar
lembaga.

Pasal 59:

Pemerintah dan lembaga negara
lainnya berkewajiban dan ber-
tanggung jawab untuk memberi-
kan perlindungan khusus kepada
anak dalam situasi darurat, anak
yang berhadapan dengan hukum,
anak dari kelompok minoritas
dan terisolasi, anak tereksploi-
tasi secara ekonomi dan/atau
seksual, anak yang diPerdagang-
kan, anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alko-
hol, psikotropika, dan zat adik-
tif lainnya (napza), anak korban
penculikan, penjualan dan Perda-
gangan, anak korban kekerasan
baik fisik dan/atau mental, anak
yang menyandang cacat, dan
anak korban perlakuan salah dan
penelantaran.

a. diskriminasi;

b. eksploitasi, baik ekonomi
maupun seksual;

. penelantaran;

. kekejaman, kekerasan, dan
penganiayaan;

e. ketidakadilan; dan

perlakuan salah lainnya.

a o

Pasal 27:

(1) Identitas diri setiap anak ha-
rus diberikan sejak kelahirannya.
(2) Identitas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditu-
angkan dalam akta kelahiran
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UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3:

(1)Keuangan Negara dikelola se-
cara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan.

(2)APBN, perubahan APBN, dan
pertanggungjawaban pelaksa-
naan APBN setiap tahun ditetap-
kan dengan undang-undang.
(3)APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban pelaksa-
naan APBD setiap tahun ditetap-
kan dengan Perda.
(4)APBN/APBD mempunyai fung-
si otorisasi, perencanaan, pen-
gawasan, alokasi, distribusi, dan
stabilisasi.

Pasal 6:

(1)Presiden selaku Kepala Pemer-
intahan memegang kekuasaan
pengelolaan keuangan negara
sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan.

(2)Kekuasaan sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) :

a. dikuasakan kepada Menteri
Keuangan, selaku pengelola fis-
kal dan Wakil Pemerintah dalam
kepemilikan kekayaan negara
yang dipisahkan;

b. dikuasakan kepada menteri/
pimpinan lembaga selaku Peng-
guna Anggaran/Pengguna Ba-
rang kementerian negara/lem-
baga yang dipimpinnya;

c. diserahkan kepada gubernur/
bupati/walikota selaku kepala
pemerintahan daerah untuk men-
gelola keuangan daerah dan me-
wakili pemerintah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah
yang dipisahkan.

Pasal 7:

(1) Kekuasaan atas pengelolaan
keuangan negara digunakan un-
tuk mencapai tujuan bernegara.
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(2) Dalam rangka penyelengga-
raan fungsi pemerintahan untuk
mencapai tujuan bernegara seb-
agaimana dimaksud dalam ayat
(1) setiap tahun disusun APBN
dan APBD.

Pasal 8:

Dalam rangka pelaksanaan
kekuasaan atas pengelolaan fis-
kal, Menteri Keuangan mempun-
yai tugas sebagai

berikut :

a. menyusun kebijakan fiskal dan
kerangka ekonomi makro;

b. menyusun rancangan APBN
dan rancangan Perubahan APBN;

Pasal 9:

Menteri/pimpinan lembaga seb-
agai Pengguna Anggaran/ Peng-
guna Barang kementerian neg-
ara/lembaga yang dipimpinnya
mempunyai tugas sebagai beri-
kut :

a.menyusun rancangan angga-
ran kementerian negara/lembaga
yang dipimpinnya;

b. menyusun dokumen pelaksa-
naan anggaran;

c. melaksanakan anggaran ke-
menterian negara /lembaga yang
dipimpinnya;

Pasal 10:

(1)Kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah sebagaimana
tersebut dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf c :

a. dilaksanakan oleh kepala sat-
uan kerja pengelola keuangan
daerah selaku pejabat pengelola
APBD;

(2) Dalam rangka pengelolaan
Keuangan Daerah, Pejabat Pen-
gelola Keuangan Daerah mempu-
nyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun dan melaksanakan
kebijakan pengelolaan APBD;

b. menyusun rancangan APBD
dan rancangan Perubahan APBD;
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Pasal 11:

(1) APBN merupakan wujud pen-
gelolaan keuangan negara yang
ditetapkan tiap tahun dengan un-
dang- undang.

(4) Belanja negara dipergunakan
untuk keperluan penyelengga-
raan tugas pemerintahan pusat
dan pelak- sanaan perimbangan
keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah.

Pasal 12:

(1) APBN disusun sesuai den-
gan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan negara dan ke-
mampuan dalam menghimpun
pendapatan negara.

(2) Penyusunan Rancangan APBN
sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berpedoman kepada
rencana kerja Pemerintah dalam
rangka mewujudkan tercapainya
tujuan bernegara.

Pasal 16:

(1) APBD merupakan wujud pen-
gelolaan keuangan daerah yang
ditetapkan setiap tahun dengan
Perda

Pasal 17:

(1) APBD disusun sesuai den-
gan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan kemampuan
pendapatan daerah.

(2) Penyusunan Rancangan APBD
sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berpedoman kepada
rencana kerja Pemerintah Dae-
rah dalam rangka mewujudkan
tercapainya tujuan bernegara.

Pasal 27:

(3) Penyesuaian APBN dengan
perkembangan dan/atau peruba-
han keadaan dibahas bersama
DPR dengan Pemerintah Pusat
dalam rangka penyusunan praki-
raan perubahan atas APBN tahun
anggaran yang bersangkutan,
apabila terjadi :

d. keadaan yang menyebabkan
harus dilakukan pergeseran
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anggaran antarunit organisasi,
antarkegiatan, dan antarjenis
belanja;

Pasal 12:

(1)  APBN disusun sesuai den-
gan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan negara dan ke-
mampuan dalam menghimpun
pendapatan negara.

(2) Penyusunan Rancangan
APBN sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) berpedoman ke-
pada rencana kerja Pemerintah
dalam rangka mewujudkan ter-
capainya tujuan bernegara.

Pasal 16:

(1) APBD merupakan wujud pen-
gelolaan keuangan daerah yang
ditetapkan setiap tahun dengan
Perda

Pasal 17:

(1) APBD disusun sesuai
dengan kebutuhan penyelengga-
raan pemerintahan dan kemam-
puan pendapatan daerah.

(2) Penyusunan Rancangan
APBD sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) berpedoman ke-
pada rencana kerja Pemerintah
Daerah dalam rangka mewujud-
kan tercapainya tujuan bernega-
ra.

Pasal 27:

(3) Penyesuaian APBN den-
gan perkembangan dan/atau
perubahan keadaan dibahas ber-
sama DPR dengan Pemerintah
Pusat dalam rangka penyusunan
prakiraan perubahan atas APBN
tahun anggaran yang bersangku-
tan, apabila terjadi :

d. keadaan yang menye-
babkan harus dilakukan perge-
seran anggaran antarunit or-
ganisasi, antarkegiatan, dan
antarjenis belanja;
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Pasal 28:

(3)Penyesuaian APBD dengan
perkembangan dan/atau peruba-
han keadaan dibahas bersama
DPRD dengan Pemerintah Dae-
rah dalam rangka penyusunan
prakiraan Perubahan atas APBD
tahun anggaran yang bersangku-
tan, apabila terjadi :

b. keadaan yang menyebabkan
harus dilakukan pergeseran ang-
garan antarunit organisasi,antar
kegiatan, dan antarjenis belanja.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional

Pasal 2:

(1)Pembangunan Nasional dise-
lenggarakan berdasarkan de-
mokrasi dengan prinsip-prin-
sip kebersamaan, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, serta kemandirian
dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan Nasi-
onal.

(4)Sistem Perencanaan Pemban-
gunan Nasional bertujuan untuk:
a. mendukung koordinasi antar-
pelaku pembangunan;

b. menjamin terciptanya inte-
grasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antarDaerah, antarruang,
antarwaktu, antarfungsi pemer-
intah maupun antara Pusat dan
Daerah;

c. menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi
masyarakat; dan

e. menjamin tercapainya peng-
gunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan

Pasal 3:

(1)Perencanaan Pembangunan
Nasional mencakup penyelengg-
araan perencanaan makro semua
fungsi pemerintahan yang meli-
puti semua bidang kehidupan se-
cara terpadu

Pasal 16:

(1)Rancangan RPIJM Nasional
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) dan rancangan
RPIJM Daerah sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 15 ayat (4)
menjadi bahan bagi Musrenbang
Jangka Menengah.
(2)Musrenbang Jangka Menen-
gah  diselenggarakan  dalam
rangka menyusun RPIM diikuti
oleh unsur-unsur penyelenggara
Negara dan mengikutsertakan
masyarakat.
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dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia.

(2)Perencanaan Pembangunan
Nasional terdiri atas perenca-
naan pembangunan yang disu-
sun secara terpadu oleh Kement-
erian/Lembaga dan perencanaan
pembangunan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenan-
gannya.

(3)Perencanaan  Pembangunan
Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menghasilkan:
Arencana pembangunan jangka
panjang;

rencana pembangunan jangka
menengah; dan

rencana pembangunan tahunan.

Pasal 4:

(1)RPJP  Nasional merupakan
penjabaran dari tujuan diben-
tuknya pemerintahan Negara In-
donesia yang tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dalam bentuk visi,
misi, dan arah pembangunan Na-
sional.

(2)RPJM  Nasional merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan
program Presiden yang penyusu-
nannya berpedoman pada RPIP
Nasional, yang memuat strategi
pembangunan Nasional, kebi-
jakan umum, program Kemente-
rian/Lembaga dan lintas Kement-
erian/Lembaga, kewilayahan dan
lintas kewilayahan, serta kerang-
ka ekonomi makro yang mencak-
up gambaran perekonomian se-
cara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal dalam rencana
kerja yang berupa kerangka reg-
ulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif.

(3) RKP merupakan penjabaran
dari RPJM Nasional, memuat pri-
oritas pembangunan, rancangan
kerangka ekonomi makro yang
mencakup gambaran perekono-
mian secara menyeluruh terma-
suk arah kebijakan fiskal, serta
program
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Kementerian/Lembaga, lintas
Kementerian/Lembaga, kewil-
ayahan dalam bentuk kerangka
regulasi dan kerangka pendan-
aan yang bersifat indikatif.

Pasal 5:

(1)RPJP Daerah memuat Vvisi,
misi, dan arah pembangunan
Daerah yang mengacu pada RPJP
Nasional.

(2)RPIM Daerah merupakan pen-
jabaran dari visi, misi, dan pro-
gram Kepala Daerah yang pe-
nyusunannya berpedoman pada
RPJP Daerah dan memperhatikan
RPJM Nasional, memuat arah
kebijakan keuangan Daerah,
strategi pembangunan Daerah,
kebijakan umum, dan program
Satuan Kerja Perangkat Daerah,
lintas Satuan Kerja Perangkat
Daerah, dan program kewilaya-
han disertai dengan rencana-
rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendan-
aan yang bersifat indikatif.
(3)RKPD merupakan penjabaran
dari RPJM Daerah dan mengacu
pada RKP, memuat rancangan
kerangka ekonomi Daerah, prior-
itas pembangunan Daerah, ren-
cana kerja, dan pendanaannya,
baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

Pasal 6:

(1)Renstra-KL memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, pro-
gram, dan kegiatan pembangu-
nan sesuai dengan tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga
yang disusun dengan berpedo-
man pada RPIJM Nasional dan
bersifat indikatif.

(2)Renja-KL disusun dengan ber-
pedoman pada Renstra-KL dan
mengacu pada prioritas pem-
bangunan Nasional dan pagu in-
dikatif, serta memuat kebijakan,
program, dan
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kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah maupun yang ditem-
puh dengan mendorong partisi-
pasi masyarakat.

Pasal 7:

(1) Renstra-SKPD memuat
visi, misi, tujuan, strategi, ke-
bijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun
sesuai dengan tugas dan fungsi
Satuan Kerja Perangkat Daerah
serta berpedoman kepada RPJM
Daerah dan bersifat indikatif.

(2) Renja-SKPD disusun
dengan berpedoman kepada
Renstra SKPD dan mengacu ke-
pada RKP, memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pemban-
gunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Dae-
rah maupun yang ditempuh den-
gan mendorong partisipasi ma-
syarakat.

Pasal 9:

(1) Penyusunan RPJP dilakukan
melalui urutan:

a.penyiapan rancangan awal ren-
cana pembangunan;
b.musyawarah perencanaan
pembangunan; dan
c.penyusunan rancangan akhir
rencana pembangunan.

(2) Penyusunan RPJM Nasional/
Daerah dan RKP/RKPD dilakukan
melalui urutan kegiatan:
a.penyiapan rancangan awal ren-
cana pembangunan;

Pasal 10:

(1)Menteri menyiapkan rancan-
gan RPJP Nasional.

(2)Kepala Bappeda menyiapkan
rancangan RPJP Daerah.
(3)Rancangan RPJP Nasional se-
bagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan rancangan RPJP Daerah
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi bahan utama
bagi Musrenbang
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Pasal 11:

(1)Musrenbang diselenggarakan
dalam rangka menyusun RPIP
dan diikuti oleh unsur-unsur
penyelenggara Negara dengan
mengikutsertakan masyarakat.
(2)Menteri menyelenggarakan
Musrenbang Jangka Panjang Na-
sional.

(3)Kepala Bappeda menyelengg-
arakan Musrenbang Jangka Pan-
jang Daerah.

(4)Musrenbang Jangka Panjang
Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan Musrenbang
Jangka Panjang Daerah seb-
agaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan paling lambat
1 (satu) tahun sebelum berakh-
irnya periode RPJP yang sedang
berjalan.

Pasal 12:

(1)Menteri menyusun rancangan
akhir RPJP Nasional berdasarkan
hasil Musrenbang Jangka Panjang
Nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (4).
(2)Kepala Bappeda menyusun
rancangan akhir RPJP Daerah
berdasarkan hasil Musrenbang
Jangka Panjang Daerah seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (4).

Pasal 13:

(1)RPJIP Nasional ditetapkan den-
gan Undang-undang.

(2)RPJP Daerah ditetapkan den-
gan Perda.

Pasal 14:

(1)Menteri menyiapkan rancan-
gan awal RPJM Nasional seb-
agai penjabaran dari visi, misi,
dan program Presiden ke dalam
strategi pembangunan Nasional,
kebijakan umum, program pri-
oritas Presiden, serta kerangka
ekonomi makro yang mencakup
gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah kebi-
jakan fiskal. (2) Kepala Bappeda
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menyiapkan rancangan awal
RPIJM Daerah sebagai penjaba-
ran dari visi, misi, dan program
Kepala Daerah ke dalam strategi
pembangunan Daerah, kebijakan
umum, program prioritas Ke-
pala Daerah, dan arah kebijakan
keuangan Daerah.

Pasal 15:

(1) Pimpinan Kementerian/Lem-
baga menyiapkan rancangan
Renstra-KL sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dengan ber-
pedoman kepada rancangan awal
RPIJM Nasional sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 14 ayat (1).
(2) Menteri menyusun rancangan
RPIJM Nasional dengan menggu-
nakan rancangan Renstra-KL se-
bagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan berpedoman pada RPIP
Nasional.

(3) Kepala Satuan Kerja Perang-
kat Daerah menyiapkan rancan-
gan Renstra-SKPD sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya den-
gan berpedoman pada rancangan
awal RPJM Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(2).

(4)Kepala Bappeda menyusun
rancangan RPJM Daerah dengan
menggunakan rancangan Ren-
stra-SKPD sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3) dan berpedo-
man pada RPJP Daerah.

Pasal 16:

(1) Rancangan RPJM Nasional
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) dan rancangan
RPIJM Daerah sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 15 ayat (4)
menjadi bahan bagi Musrenbang
Jangka Menengah.

(2) Musrenbang Jangka Menen-
gah  diselenggarakan  dalam
rangka menyusun RPIM diikuti
oleh unsur-unsur penyelenggara
Negara dan mengikutsertakan
masyarakat.

(3) Menteri menyelenggarakan
Musrenbang Jangka Menengah
Nasional.
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(4) Kepala Bappeda menyeleng-
garakan Musrenbang Jangka
Menengah Daerah.

Pasal 19:

(1) RPIM Nasional ditetapkan
dengan Peraturan Presiden pal-
ing lambat 3 (tiga) bulan setelah
Presiden dilantik.

(2) Renstra-KL ditetapkan den-
gan peraturan pimpinan Ke-
menterian/Lembaga setelah
disesuaikan dengan RPIJM Na-
sional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) RPIM Daerah ditetapkan den-
gan Peraturan Kepala Daerah pal-
ing lambat 3 (tiga) bulan setelah
Kepala Daerah dilantik.

(4) Renstra-SKPD ditetapkan
dengan  peraturan  pimpinan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
setelah disesuaikan dengan RPJM
Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

Pasal 20:

(1) Menteri menyiapkan rancan-
gan awal RKP sebagai penjabaran
dari RPJM Nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1).

(2) Kepala Bappeda menyiapkan
rancangan awal RKPD sebagai
penjabaran dari RPJM Daerah
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (3).

Pasal 21:

(1) Pimpinan Kementerian/
Lembaga menyiapkan rancan-
gan Renja-KL sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya den-
gan mengacu kepada rancangan
awal RKP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) dan ber-
pedoman pada Renstra-

KL sebagaimana dimaksud
dalam

Pasal 19 ayat (2).

(2) Menteri mengkoordinasikan
penyusunan rancangan RKP den-
gan menggunakan rancangan
Renja-KL sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
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(3) Kepala Satuan Kerja Perang-
kat Daerah menyiapkan Renja-
SKPD sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya dengan mengacu
kepada rancangan awal RKPD
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20

ayat (2) dan berpedoman pada
Renstra-SKPD sebagaimana di-
maksud dalam

Pasal 19 ayat (4).
4) Kepala Bappeda mengkoor-
dinasikan penyusunan rancan-
gan RKPD dengan menggunakan
Renja-SKPD sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3).

Pasal 22:

(1) Rancangan RKP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) dan rancangan RKPD seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (4) menjadi bahan bagi
Musrenbang.

(2) Musrenbang dalam rangka
penyusunan RKP dan RKPD dii-
kuti oleh unsur-unsur penyeleng-
gara pemerintahan.

(3) Menteri menyelenggarakan
Musrenbang penyusunan RKP.
(4) Kepala Bappeda menyeleng-
garakan Musrenbang penyusu-
nan RKPD.

Pasal 25:

(1)RKP menjadi pedoman penyu-
sunan RAPBN.

(2) RKPD menjadi pedoman pe-
nyusunan RAPBD.

Pasal 26:

(1) RKP ditetapkan dengan Per-
aturan Presiden.

(2) RKPD ditetapkan dengan Per-
aturan Kepala Daerah

Pasal 32:

(1) Presiden menyelenggarakan
dan bertanggung jawab atas
Perencanaan Pembangunan Na-
sional.

(2) Dalam menyelenggarakan Peren-
canaan Pembangunan Nasional, Pres-
iden dibantu oleh Menteri.
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(3) Pimpinan Kementerian/Lem-
baga menyelenggarakan per-
encanaan pembangunan sesuai
dengan tugas dan kewenangan-
nya.

(4) Gubernur selaku wakil Pemer-
intah Pusat mengkoordinasikan
pelaksanaan perencanaan tugas-
tugas Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.

Pasal 33:

(1) Kepala Daerah menyeleng-
garakan dan bertanggung jawab
atas perencanaan pembangunan
Daerah didaerahnya.

(2) Dalam menyelenggarakan
perencanaan pembangunan Dae-
rah, Kepala Daerah dibantu oleh
Kepala Bappeda.

(3) Pimpinan Satuan Kerja Per-
angkat Daerah menyelenggara-
kan perencanaan pembangunan
Daerah sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.

(4) Gubernur menyelenggarakan
koordinasi, integrasi, sinkronisa-
si, dan sinergi perencanaan pem-
bangunan antarkabupaten/kota.

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Per

undang-Undangan

Pasal 5:
Dalam membentuk Peraturan
Perundang-undangan harus

berdasarkan pada asas pemben-
tukan peraturan perundang-un-
dangan yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau organ pem-
bentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis dan
materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgu-
naan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Pasal 6:

(1) Materi muatan peraturan pe-
rundang-undangan mengandung
asas:

a. pengayoman;

b. kemanusiaan;
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. kebangsaan;

. kekeluargaan;

. kenusantaraan;

bhinneka tunggal ika;

. keadilan;

kesamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hu-
kum; dan/atau;

j. keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan

Q"o aon

Pasal 8:

Materi muatan yang harus diatur
dengan Undang-Undang berisi
hal-hal yang :

a. Mengatur lebih lanjut ketentu-
an UUD Negara Republik Indon-
sia Tahun

Pasal 53:

Masyarakat berhak memberikan
masukan secara lisan atau tertu-
lis dalam rangka penyiapan atau
pembahasan rancangan undang-
undang dan rancangan Perda

1945 yang meliputi :

1. hak-hak asasi manusia;

2. hak dan kewajiban warga neg-
ara;

5. kewarganegaraan dan kepend-
dudukan;

6. keuangan negara.

Pasal 12:

Materi muatan Peraturan Dear-
ah adalah seluruh materi dalam
rangka penyelenggaraan otonomi
daerah dan tugas pembantuan,
dan menampung kondisi khusus
daerah serta penjabaran lebih
lanjut Peraturan Perundang-un-
dangan yang lebih tinggi

uu

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 10:

(1) Pemerintahan daerah menye-
lenggarakan urusan pemerintah-
an yang menjadi kewenangan-
nya, kecuali urusan pemerintahan
yang oleh Undang-Undang ini di-
tentukan menjadi urusan Pemer-
intah.

(2) Dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang men-
jadi kewenangan daerah seb-
agaimana dimaksud pada ayat
(1), pemerintahan daerah

Pasal 139:

(1) Masyarakat berhak
memberikan masukan secara
lisan atau tertulis dalam rangka
penyiapan atau pembahasan
rancangan Perda.

Pasal 150:

(3) d. Rencana kerja pembangu-
nan daerah, selanjutnya disebut
RKPD, merupakan penjabaran
dari RPJM daerah untuk jang-
ka waktu 1 (satu) tahun, yang
memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pem-
bangunan daerah,
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menjalankan otonomi seluas-lu-
asnya untuk mengatur dan men-
gurus sendiri urusan pemerin-
tahan berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan.

(3) Urusan pemerintahan yang
menjadi urusan Pemerintah se-
bagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. politik luar negeri;

b. pertahanan;

c. keamanan;

d. yustisi;

e. moneter dan fiskal nasional;
dan

f. agama.

4) Dalam menyelenggarakan uru-
san pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pemer-
intah menyelenggarakan send-
iri atau dapat melimpahkan se-
bagian urusan pemerintahan
kepada perangkat Pemerintah
atau wakil Pemerintah di daerah
atau dapat menugaskan kepada
pemerintahan daerah dan/atau
pemerintahan desa.

5) Dalam urusan pemerintah-
an yang menjadi kewenangan
Pemerintah di luar urusan pemer-
intahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pemerintah dapat:
a. menyelenggarakan sendiri se-
bagian urusan pemerintahan;

b. melimpahkan sebagian urusan
pemerintahan kepada Gubernur
selaku wakil Pemerintah; atau
menugaskan sebagian urusan
kepada pemerintahan daerah
dan/atau pemerintahan desa
berdasarkan asas tugas pemban-
tuan

Pasal 13:

(1) Urusan wajib yang men-
jadi kewenangan pemerintahan
daerah provinsi merupakan uru-
san dalam skala provinsi yang
meliputi: perencanaan dan pen-
gendalian pembangunan; per-
encanaan, pemanfaatan, dan
pengawasan tata ruang; penye-
lenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;

rencana kerja dan pendanaan-
nya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah dae-
rah maupun ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyara-
kat, dengan mengacu kepada
rencana kerja Pemerintah;

Pasal 151:

(2) Renstra-SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diru-
muskan dalam bentuk rencana
kerja satuan kerja perangkat
daerah yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pemban-
gunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah dae-
rah maupun yang ditempuh den-
gan mendorong partisipasi ma-
syarakat.
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penyediaan sarana dan prasa-
rana umum; penanganan bidang
kesehatan;penyelenggaraan
pendidikan dan alokasi sumber
daya manusia potensial; penang-
gulangan masalah sosial lintas
kabupaten/kota;pelayanan bi-
dang ketenagakerjaan lintas ka-
bupaten/kota;fasilitasi pengem-
bangan koperasi, usaha kecil,
dan menengah termasuk lintas
kabupaten/kota;pengendalian
lingkungan hidup; pelayanan
pertanahan termasuk lintas ka-
bupaten/kota;pelayanan kepen-
dudukan, dan catatan sipil;
pelayanan administrasi umum
pemerintahan;pelayanan ad-
ministrasi penanaman modal
termasuk lintas  kabupaten/
kota;penyelenggaraan pelayanan
dasar lainnya yang belum dapat
dilaksanakan oleh kabupaten/
kota; dan urusan wajib lainnya
yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.

(2) Urusan pemerintahan provinsi
yang bersifat pilihan meliputi
urusan pemerintahan yang se-
cara nyata ada dan berpotensi
untuk meningkatkan kesejahter-
aan masyarakat sesuai dengan
kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersang

kutan Pasal 14:

(1) Urusan wajib yang menjadi
kewenangan pemerintahan dae-
rah untuk kabupaten/kota meru-
pakan urusan yang berskala ka-
bupaten/kota meliputi:
a.perencanaan dan pengendalian
pembangunan;

b.perencanaan, pemanfaatan,
dan pengawasan tata ruang;
c.penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman ma-
syarakat;

d.penyediaan sarana dan prasa-
rana umum;

e.penanganan bidang kesehat-
an;

f.penyelenggaraan pendidikan;
g.penanggulangan masalah
sosial;
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h. pelayanan bidang ketenagak-
erjaan;

i. fasilitasi pengembangan koper-
asi, usaha kecil dan menengah;
j. pengendalian lingkungan hid-
up;

k. pelayanan pertanahan;

|. pelayanan kependudukan, dan
catatan sipil;

m. pelayanan administrasi umum
pemerintahan;

n. pelayanan administrasi pena-
naman modal;

0. penyelenggaraan pelayanan
dasar lainnya; dan

p. urusan wajib lainnya yang dia-
manatkan oleh peraturan perun-
dang-undangan.

(2) Urusan pemerintahan kabu-
paten/kota yang bersifat pilihan
meliputi urusan pemerintahan
yang secara nyata ada dan ber-
potensi untuk meningkatkan ke-
sejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan
potensi unggulan daerah yang
bersangkutan

Pasal 20:

(1)Penyelenggaraan pemerin-
tahan berpedoman pada Asas
Umum Penyelenggaraan Negara
yang terdiri atas:

a.asas kepastian hukum;

b.asas tertib penyelenggara neg-
ara;

c. asas kepentingan umum;
d.asas keterbukaan;

e.asas proporsionalitas;

f.asas profesionalitas;

g.asas akuntabilitas;

h.asas efisiensi; dan

i.asas efektivitas.

(2)Dalam menyelenggarakan
pemerintahan, Pemerintah meng-
guna-kan asas desentralisasi,
tugas pembantuan, dan dekon-
sentrasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah, pemerin-
tahan daerah menggunakan asas
otonomi dan tugas pembantuan
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Pasal 22:

Dalam menyelenggarakan otono-
mi, daerah mempunyai kewa-
jiban:

melindungi masyarakat, ... me-
ningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat; mengembangkan
kehidupan demokrasi; mewujud-
kan keadilan dan pemerataan;
meningkatkan pelayanan dasar
pendidikan; menyediakan fasili-
tas pelayanan kesehatan; menye-
diakan fasilitas sosial dan fasilitas
umum yang layak; mengem-
bangkan sistem jaminan sosial;
menyusun perencanaan dan tata
ruang daerah;... melestarikan
lingkungan hidup;mengelola ad-
ministrasi kependudukan;

Pasal 25:

Kepala daerah mempunyai tugas
dan wewenang:

a.memimpin penyelenggaraan
pemerintahan daerah berdasar-
kan kebijakan yang ditetapkan
bersama DPRD;

b.mengajukan rancangan Perda;
c.menetapkan Perda yang telah
mendapat persetujuan bersama
DPRD;

d.menyusun dan mengajukan
rancangan Perda tentang APBD
kepada DPRD untuk dibahas dan
ditetapkan bersama

Pasal 40:

DPRD merupakan lembaga
perwakilan rakyat daerah dan
berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan
daerah

Pasal 41:
DPRD memiliki fungsi legislasi,
anggaran, dan pengawasan

Pasal 42:

(1) DPRD mempunyai tugas dan
wewenang:

a.membentuk Perda yang diba-
has dengan kepala daerah untuk
mendapat persetujuan bersama;
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c. melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan Perda dan
peraturan perundang-undangan
lainnya, peraturan kepala dae-
rah, APBD, kebijakan pemerin-
tah daerah dalam melaksanakan
program pembangunan daerah,
dan kerja sama internasional di
daerah

Pasal 45:

Anggota DPRD mempunyai kew-
ajiban: mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945, dan menaati
segala peraturan perundang-
undangan;melaksanakan kehidu-
pan demokrasi dalam penyeleng-
garaan pemerintahan daerah; ...
memperjuangkan  peningkatan
kesejahteraan rakyat di daerah;
menyerap, menampung, meng-
himpun, dan menindaklanjuti as-
pirasi masyarakat;mendahulukan
kepentingan negara di atas ke-
pentingan pribadi, kelompok,
dan golongan ...

Pasal 136:

(1) Perda ditetapkan oleh kepala
daerah setelah mendapat per-
setujuan bersama DPRD.

(2) Perda dibentuk dalam rangka
penyelenggaraan otonomi dae-
rah provinsi/ kabupaten/kota dan
tugas pembantuan.

(3) Perda sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) merupakan
penjabaran lebih lanjut dari per-
aturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dengan mem-
perhatikan ciri khas
masing-masing daerah.

(4) Perda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilarang bertentan-
gan dengan kepentingan umum
dan/atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

Pasal 137:

Perda dibentuk berdasarkan pada
asas pembentukan peraturan pe-
rundang-undangan yang meli-
puti:
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d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgu-
naan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Pasal 138:

(1) Materi muatan Perda men-
gandung asas:

a. pengayoman;

b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;

f. bhineka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hu-
kum; dan/atau

j. keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan.

Pasal 150:

(1) Dalam rangka penyelengga-
raan pemerintahan daerah disu-
sun perencanaan pembangunan
daerah sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pem-
bangunan nasional.

(2) Perencanaan pembangunan
daerah sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) disusun oleh
pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya yang dilak-
sanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

(3) Perencanaan pembangunan
daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), disusun secara
berjangka meliputi:

a. Rencana pembangunan jangka
panjang daerah disingkat den-
gan RPJP daerah untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun yang
memuat visi, misi, dan arah pem-
bangunan daerah yang mengacu
kepada RPJP nasional;

b. Rencanapembangunan jangka
menengah daerah yang selan-
jutnya disebut RPJM daerah un-
tuk jangka waktu 5 (lima) tahun
merupakan penjabaran dari visi,
misi, dan program kepala daerah
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c. RPJM daerah sebagaimana di-
maksud pada huruf b memuat
arah kebijakan keuangan daerah,
strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, dan program
satuan kerja perangkat daerah,
lintas satuan kerja perangkat
daerah, dan program kewilaya-
han disertai dengan rencana ker-
ja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersi-
fat indikatif;

Pasal 151:

(1) Satuan kerja perangkat dae-
rah menyusun rencana stratregis
yang selanjutnya disebut Renstra-
SKPD memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan fungsinya,
berpedoman pada RPIJM Daerah
dan bersifat indikatif

Pasal 155:

(1)Penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah didanai
dari dan atas beban anggaran
pendapatan dan belanja daerah.
(2)Penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi ke-
wenangan Pemerintah di daerah
didanai dari dan atas beban ang-
garan pendapatan dan belanja
negara.

Pasal 167:

(1)Belanja daerah diprioritaskan
untuk melindungi dan mening-
katkan kualitas kehidupan ma-
syarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Perlindungan dan pen-
ingkatan kualitas kehidupan ma-
syarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diwujudkan dalam
bentuk peningkatan pelayanan
dasar, pendidikan, penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan,
fasilitas sosial dan fasilitas umum
yang layak, serta mengembang-
kan sistem jaminan sosial.
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Pasal 180:

(1)Kepala daerah dalam penyu-
sunan rancangan APBD mene-
tapkan prioritas dan plafon ang-
garan sebagai dasar penyusunan
rencana kerja dan anggaran sat-
uan kerja perangkat daerah.
(2)Berdasarkan prioritas dan
plafon anggaran sebagaimana
dimaksud pada

ayat (1) kepala satuan kerja per-
angkat daerah menyusun ren-
cana kerja dan anggaran satuan
kerja perangkat daerah dengan
pendekatan berdasarkan prestasi
kerja yang akan dicapai

Pasal 181:

(1)Kepala daerah mengajukan
rancangan Perda tentang APBD
disertai penjelasan dan doku-
men-dokumen pendukungnya
kepada DPRD untuk memperoleh
persetujuan bersama.
(2)Rancangan Perda sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) diba-
has pemerintah daerah bersama
DPRD berdasarkan kebijakan
umum APBD, serta prioritas dan
plafon anggaran.
(3)Pengambilan keputusan DPRD
untuk menyetujui rancangan Per-
da sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan selambat-lam-
batnya 1 (satu) bulan sebelum
tahun anggaran dilaksanakan.
(4)Atas dasar persetujuan DPRD
sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), kepala daerah menyiap-
kan rancangan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran APBD
dan rancangan dokumen pelak-
sanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah.

Pasal 183:

(1)Perubahan APBD dapat dilaku-
kan apabila terjadi:

b.keadaan yang menyebabkan
harus dilakukan pergeseran ang-
garan antar unit organisasi, an-
tarkegiatan, dan antarjenis be-
lanja
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Pasal 2:

(1) Perimbangan Keuangan anta-
ra Pemerintah dan Pemerintahan
Daerah merupakan subsistem
Keuangan Negara sebagai kon-
sekuensi pembagian tugas an-
tara Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

(2) Pemberian sumber keuangan
Negara kepada Pemerintahan
Daerah dalam rangka pelak-
sanaan Desentralisasi didasar-
kan atas penyerahan tugas oleh
Pemerintah kepada Pemerintah
Daerah dengan memperhatikan
stabilitas dan keseimbangan fis-
kal.

(3) Perimbangan Keuangan anta-
ra Pemerintah dan Pemerintahan
Daerah merupakan suatu sistem
yang menyeluruh dalam rangka
pendanaan penyelenggaraan
asas Desentralisasi, Dekonsen-
trasi, dan Tugas Pembantuan.

Pasal 3:

(1) PAD bertujuan memberikan
kewenangan kepada Pemerintah
Daerah untuk mendanai pelak-
sanaan otonomi daerah sesuai
dengan potensi Daerah sebagai
perwujudan Desentralisasi.

Pasal 4:

(1) Penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah dalam
rangka pelaksanaan Desentral-
isasi didanai APBD.

Pasal 5:

(1) Penerimaan Daerah dalam
pelaksanaan Desentralisasi ter-
diri atas Pendapatan Daerah dan
Pembiayaan.

(2) Pendapatan Daerah seb-
agaimana dimaksud pada ayat(1)
bersumber dari:

a) Pendapatan Asli Daerah;

b) Dana Perimbangan; dan
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c) Lain-lain Pendapatan.

Pasal 6

(1) PAD bersumber dari:

a) Pajak Daerah;

b) Retribusi Daerah;

c) Hasil pengelolaan kekayaan
Daerah yang dipisahkan; dan

d) lain-lain PAD yang sah.

Pasal 66:

(1)Keuangan Daerah dikelola se-
cara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab den-
gan memperhatikan keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat.

(2)APBD, Perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban pelaksa-
naan APBD setiap tahun ditetap-
kan dengan Perda.

(3)APBD mempunyai fungsi otori-
sasi, perencanaan, pengawasan,
alokasi, dan distribusi

(4)Semua Penerimaan dan Pen-
geluaran Daerah dalam tahun
anggaran yang

bersangkutan harus dimasukkan
dalam APBD

Pasal 67:

(1) Perda tentang APBD meru-
pakan dasar bagi Pemerintah
Daerah untuk melakukan Peneri-
maan dan Pengeluaran Daerah
(2) Setiap pejabat dilarang
melakukan tindakan yang beraki-
bat pada pengeluaran atas beban
APBD, jika anggaran untuk men-
danai pengeluaran tersebut tidak
tersedia atau tidak cukup terse-
dia.

(3) Semua Pengeluaran Daerah,
termasuk subsidi, hibah, dan
bantuankeuangan lainnya yang
sesuai dengan program Pemerin-
tah Daerah didanai melalui APBD
(5) APBD disusun sesuai den-
gan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan kemampuan
Keuangan Daerah
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Pasal 25:

DPR mempunyai fungsi:
a. legislasi;

b. anggaran; dan

C. pengawasan.

Pasal 26:

(1) DPR mempunyai tugas dan
wewenang:

a. membentuk undang-undang
yang dibahas dengan Presiden
untuk mendapat persetujuan
bersama;

d. memperhatikan pertimbangan
DPD atas rancangan undang-
undang APBN dan rancangan
undang-undang yang berkaitan
dengan pajak, pendidikan, dan
agama;

e. menetapkan APBN bersama
Presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD;

f. melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan undang-
undang, anggaran pendapatan
dan belanja negara, serta kebi-
jakan pemerintah;

Pasal 61: DPRD Propinsi mem-
punyai fungsi:

b. legislasi;

c. anggaran; dan

d. pengawasan.

Pasal 62:

(1) DPRD Provinsi mempunyai
tugas dan wewenang:

a. membentuk peraturan daerah
yang dibahas dengan gubernur
untuk mendapat persetujuan
bersama;

b. menetapkan APBD bersama
dengan gubernur;

c. melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan
daerah dan peraturan perun-
dang-undangan lainnya, kepu-
tusan gubernur, APBD, kebijakan
pemerintah daerah dalam melak-
sanakan program pembangunan
daerah, dan kerjasama internasi-
onal di daerah;

Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak
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Pasal 77:

DPRD Kabupaten/Kota mempu-
nyai fungsi:

a. legislasi;

b. anggaran; dan

C. pengawasan.

Pasal 78:

(1) DPRD Kabupaten/Kota mem-
punyai tugas dan wewenang:

a. membentuk peraturan daerah
yang dibahas dengan bupati/wa-
likota untuk mendapat persetu-
juan bersama;

b. menetapkan APBD bersama
dengan bupati/walikota;

c. melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan
daerah dan peraturan perun-
dang-undangan lainnya, keputu-
san bupati/walikota, APBD, kebi-
jakan pemerintah daerah dalam
melaksanakan program pemban-
gunan daerah, dan kerjasama in-
ternasional di daerah;

Pasal 102:

(1) Peraturan Tata Tertib MPR,
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota ditetap-
kan oleh masing-masing lem-
baga dan berfungsi untuk mem-
perjelas pelaksanaan tugas dan
mengatur mekanisme kerja ang-
gota/lembaga.

(4) Peraturan Tata Tertib seb-
agaimana dimaksud pada ayat
(1) sekurang-kurangnya meliputi
tata cara:

j. penerimaan pengaduan dan
penyaluran aspirasi masyarakat

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Propinsi DKI Negara RI Jakarta

Pasal 4:

(1) Otonomi Propinsi Dearah
Khusus Ibukota Jakarta diletak-
kan pada lingkup propinsi.

(2) Otonomi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan asas desentralisasi,
dekosentrasi, dan tugas pem-
bantuan.
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Pasal 9:

(1) Kewenangan Pemerintahan
Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta mencakup kewenangan
dalam seluruh bidang pemer-
intahan, kecuali kewenangan
dalam bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradi-
lan, moneter dan fiscal, agama
serta bidang lain sebagaimana
diatur dalam peraturan perun-
dang-undangan

Pasal 15:

(1) Untuk melaksanakan fungsi
legislatif Daerah, dibentuk De-
wan Perwakilan Daerah Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan.

Pasal 29:

(1) Semua ketentuan peraturan
perundang-undangan yang men-
gatur keuangan Daerah berlaku
pula bagi Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

(2) Selain ketentuan ayat
(1), Pemerintah dapat menetap-
kan pengaturan di bidang pembi-
ayaan yang khusus berlaku bagi
Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

(3) Kewenangan anggaran
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3), terdiri atas :

a. Anggaran belanja setiap Kota-
madya dan Kabupaten Adminis-
trasi yang ditetapkan dalam Ang-
garan Pendapatan dan Belanja
Negara Khusus Ibukota Jakarta;




